
 

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT 
 

PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT 

NOMOR 24 TAHUN 2012 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT  
NOMOR 38 TAHUN  2011 TENTANG HARGA SATUAN TARIF DASAR LISTRIK 

UNTUK PAJAK PENERANGAN JALAN YANG BERASAL DARI BUKAN PLN 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT, 

Menimbang: a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, guna untuk 
meningkatkan pendapatan asli daerah dipungut pajak 

Penerangan Jalan yang berasal dari bukan PLN; 

b. bahwa salah satu potensi sumber Pendapatan daerah adalah 

Pajak Penerangan Jalan yang berasal dari bukan PLN, dimana 
tarif dasar listrik untuk pajak Penerangan Jalan yang berasal 
dari bukan PLN yang telah ditetapkan tidak sesuai lagi dengan 

kondisi perkembangan perekonomian saat ini, sehingga perlu 
adanya perubahan tarif pajak dimaksud; 

c. bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 
huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati 
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kabupaten Tanjung 

Jabung Barat Nomor 38 Tahun 2011 tentang Harga Satuan Tarif 
Dasar Listrik untuk Pajak Penerangan Jalan yang berasal dari 
bukan PLN.  

Mengingat:  1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun1956 Tentang Pembentukan 
Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatra Tengah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 
Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun 
Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 1965 Nomor 50, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);  

3. Undang-Undang Nomor  8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara 
Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 
Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesa 

Nomor 3209); 

 

 



 

4. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan 

Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro 
Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848) sebagaimana 
telah diubah dengan Nomor 14 Tahun 2000 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesa Nomor 3969); 

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang  Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

6. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4355);  

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran 

Negara Republk Indonesia Nomor 4844); 

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

9. Undang-Uundang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5049); 

10. Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaa 
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 90, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5154); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 136 Tahun 2000 tentang Tata cara 

penjualan barang sitaan yang dikecualikan dari penjualan secara 
lelang dalam rangka penagihan pajak dengan surat paksa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 248, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4050); 



13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4578); 

14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 
tentang Pembagian urusan pemerintah antara pemerintah, 
pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah Kabupaten/ 

Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 
82, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2010 
tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif 
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan 
Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 tahun 2011 tentang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia tahun 2011 Nomor 694); 

17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 11 
Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2005-2025 

(Lembaran Daerah Kab. Tanjab Barat Nomor 11 Tahun 2011); 

18. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana 

Pembanguna Jangka Menengah Kabupaten Tanjung Jabung 
Barat (Lembaran Daerah Kab. Tanjab Barat Nomor 12 Tahun 
2011). 

 
MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan :  PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG 

BARAT NOMOR 38 TAHUN 2011 TENTANG HARGA SATUAN 
TARIF DASAR LISTRIK UNTUK PAJAK PENERANGAN JALAN 
YANG BERASAL DARI BUKAN PLN 

 
Pasal I 

Ketentuan ayat (3) Pasal 3 Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 38 

Tahun 2011 tentang Harga Satuan Tarif Dasar Listrik untuk Pajak Penerangan 
Jalan yang berasal dari bukan PLN (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung 
Jabung Barat tahun 2011 Nomor 38) di hapus, sehingga berbunyi sebagai 

berikut : 

Ayat 3 

(1) Dasar Pengenaan Pajak adalah Nilai Jual Tenaga Listrik. 
(2) Nilai Jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung 
berdasarkan kapasitas tersedia dan penggunaan atau teksiran penggunaan 

listrik serta harga satuan tarif dasar listrik yang berlaku. 

 



Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 
Tanjung Jabung Barat. 

     
 Ditetapkan di Kuala Tungkal 

pada tanggal 2 Agustus 2012 

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT, 
 
                      dto, 

 
            USMAN ERMULAN  

Diundangkan di Kuala Tungkal 

Pada tanggal 2 Agustus 2012 

               SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT, 
 
                            dto 

 
                 ARIEF MUNANDAR 

 
BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2012 

NOMOR 24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Contoh : Perhitungan Retribusi pemakaian tanah milik Pemda. 
 

a. Pemasangan sarana/media (IKLAN) ukuran 4m2 x 6m2 
 4m 
 

  Jawab : 8m2 x 4m2 = 32m2 x 15.000 = Rp. 
480.000,-/tahun 

  6m 
 
  8m 

 2m 
  

 
 
  

b. Tanah yang dipergunakan untuk komersil seperti Pelabuhan Pak H. Abas, 
Pelabuhan Speadboard, Gudang penampungan hasil laut (udang, ikan, 
dll). 

Contoh : 
- Panjang = 30m 

- Lebar    = 20m 
 Jawab : 600m x Rp. 10.000,- = Rp. 6.000.000,-/tahun 
 

c. Tanah Pemda yang digunakan untuk hiburan. 
Contoh : 

- Panjang = 100m 
- Lebar    = 50m 
 Jawab : 5000m x Rp. 10.000,- = Rp. 50.000.000,-  : 12 bulan = Rp. 

4.166.666 : 30 hari = 
   Rp. 138.888,-/hari 

 

d. Penanaman kabel bawah tanah 
0 s/d 10 inci = Rp. 7.500 = 1 km = 1.000m x 7.500 = Rp. 7.500.000,-

/tahun 
10 inci s/d 50 inci = Rp. 15.000 = 1 km = 1.000m x 15.000 = 
Rp. 15.000.000,-/tahun 

 
e. Tanah untuk Tower 

10m 

 
  15m 

 
 
 25m 

 Jawab : 225m x Rp. 50.000,- = Rp. 11.250.000,-/tahun 
 

 

Tanah 

 

 

3m 


